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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1    
Kajian Pustaka
2.1.1

Definisi Pajak


Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin fiscolis yang berasal dari kata benda yaitu fiscus atau fisc dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka uang. Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam hubungannya dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori penganalisaan, terdapat beberapa pendapat atau definisi pajak.


Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dikutip oleh buku karangan Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa
“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2003;1)


Sedangkan menurut P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan dalam buku karangan Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa :
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

(2002;4)
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang bersifatnya dapat dipaksakan.

2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk publik investment.

5. Pajak dapat mempunyai tujuan tidak hanya budgetair tetapi juga regulerend (mengatur).
2.1.1.1
Teori Pemungutan Pajak

Teori dasar pemungutan pajak yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa teori pemungutan pajak adalah:
1. Teori Asuransi

2. Teori Kepentingan

3. Teori Daya Pikul

4. Teori Bakti

5. Teori Asas Daya Beli

(2003;3-4)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut.

2. Teori Kepentingan, yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul, yaitu Beban Pajak Untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan 2 pendekatan yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti, yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Definisi atau pengertian asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa asas pemungutan pajak adalah:
a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

b. Asas sumber

c. Asas kebangsaan
(2003;7)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Definisi atau pengertian fungsi pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa fungsi pajak adalah:
1. Fungsi Budgetair
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

(2003;1)


Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak


Definisi atau pengertian asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan.menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah: 

a. Official Assessment system

b. Self Assessment system

c. With Holding System

(2003;7-8)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

a. Official Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: 

1) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
2.1.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.


Definisi atau pengertian tarif pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa tarif pajak adalah:
1. Tarif  Pajak Sebanding/proposional

2. Tarif Pajak Tetap

3. Tarif Pajak Progresif

4. Tarif Pajak Degresif

(2003;9-10)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tarif  Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.

2. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

a. Tarif Progresif Progresif  : kenaikan persentase semakin besar

b. Tarif Progresif Tetap        : kenaikan persentase tetap

c. Tarif Progresif Degresif   : kenaikan persentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang PPh di Indonesia termasuk Tarif Progresif Progresif

4. Tarif Pajak Degresif adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.


2.1.1.6 Pengelompokan  Pajak


Definisi atau pengertian pengelompokan pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa pengelompokan pajak adalah:
1. Menurut golongannya

2. Menurut sifatnya

3. Menurut lembaga pemungutannya
(2003;5-6)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:


a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  

3.
Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
2.1.1.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1.       Kewajiban Wajib Pajak



Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa kewajiban wajib pajak adalah:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

3. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke KPP dalam waktu yang telah ditentukan

4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

(2003;27) 

2.       Hak Wajib Pajak


Hak-hak Wajib Pajak  menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa hak-hak wajib pajak adalah:
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding

2. menerima bukti tanda pemasukan SPT

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan

4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT

5. mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak

6. mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

9. memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 

 (2003;38)
2.1.1.8 Surat Tagihan Pajak 

Surat Tagihan Pajak (STP), diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya.

Definisi Surat Tagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa 
“Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.”

(2003;30)

    
Penerbitan surat tagihan pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa penerbitan surat tagihan pajak adalah:
1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung

3. Wajib pajak dikenekan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga

4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau tidak membuat faktur pajak tidak lengkap.

(2003;30)

     
Fungsi surat tagihan pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa fungsi surat tagihan pajak adalah:

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak

2. Sarana mengenakan sanksi administasi berupa bunga atau denda

3. Alat untuk menagih Pajak

(2003;30)
     
Sanksi administrasi surat tagihan pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi administrasi surat tagihan pajak adalah:
1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa  bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

2. Terhadap Pengusaha Kena Pajak (poin 2c dan 2d), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

3. Dalam Hal STP dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga (poin2c) tidak lagi dikenakan sanksi, karena dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda

(2003;30-31)
STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
2.1.2
Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

Definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah:
“Sedangkan penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam betuk apapun.” 

Sedangkan Definisi pajak penghasilan menurut Siti resmi dalam buku yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah:
“Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.”

(2003;74)


Pajak Penghasilan merupakan pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang di bayarkan tiap bulan dengan perhitungan penghasilan selama satu tahun, yang digunakan untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan secara langsung. 
2.1.2.1 Pengertian PPh Pasal 25


PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).


Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran Phh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.


Bagi Wajib Pajak Badan selain yang bergerak dibidang usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, apabila melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyetor PPh yang terutang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya PPh yang terutang adalah 5% dari nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan nilai NJOP. PPh yang terutang atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan uang muka pajak yang dapat dikreditkan dalam PPh Badan pada akhir tahun Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771). SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak/tahun buku.



Definisi atau pengertian PPh Pasal 25 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa PPh Pasal 25 adalah:
“Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan”.

(2002,;204)


Sedangkan definisi PPh Pasal 25 menurut Siti Resmi dalam buku yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, menyatakan bahwa PPh Pasal 25 adalah: 

“Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disebut PPh Pasal 25, merupakan angsuran merupakan  angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tujuan Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang 
(2003;74)
2.1.2.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan


Sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan,besarnya tarif pajak yang ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Tabel 2.1

Tarif PPh Untuk Wajib Pajak Badan

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai Dengan Rp 50.000.000
	10%

	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp100.000.000
	15%

	Di atas Rp Rp 100.000.000
	30%



SUMBER : Mardiasmo, Perpajakan, 2003;119
2.1.2.3 Subyek Pajak Badan

Definisi atau pengertian subyek pajak badan menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa subyek pajak badan adalah:

 “Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.”

(2003;105-106)
Subjek Pajak Badan merupakan perusahaan dengan penghasilan yang telah melebihi Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang perhitungan pemungutan pajaknya telah ditetapkan dengan Undang-Undang, dan Wajib Pajak nya harus mematuhi peraturan, yang wajib dan memaksa, tanpa dikenakan imbalan secara langsung. Hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Subyek Pajak Badan dibedakan menjadi:

a. Subyek Pajak Dalam Negeri 


Definisi atau pengertian subjek pajak dalam negeri menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa subyek pajak dalam negeri adalah:

“Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.”

(2003;106)

Merupakan perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, menerima penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia, dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang disahkan di Indonesia. Dan wajib menyampaikan SPT tahunan. 

b. Subyek Pajak Badan Luar Negeri


Definisi atau pengertian subjek pajak luar negeri menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah: 
“Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak.”

(2003;106)

Merupakan perusahaan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, menerima penghasilan dari Indonesia dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang disahkan di Indonesia, dengan perjanjian dengan negara asal Perusahaan tersebut.

2.1.2.4 Obyek Pajak Penghasilan Badan


Definisi obyek pajak badan luar negeri menurut Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu dalam modul yang bejudul Perpajakan Lanjutan, munyatakan bahwa obyek pajak penghasilan badan adalah:       

 “Obyek PPh bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri. Pada prinsipnya , obyek PPh adalah penghasilan itu sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak.Obyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh badan tersebut dengan prinsip WWW (WORLD WIDE INCOME) yang diterima baik dari dalam maupun dari luar negeri {Pasal 4 ayat (1) UU PPh}.”

(2007;57)


Merupakan penghasilan yang diterima oleh perusahaan baik dari dalam dan luar negeri yang dikenakan Pemungutan oleh Petugas Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa balas jasa secara langsung.
2.1.2.5
Cara Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Dalam tahun berjalan


Cara menghitung angsuran PPh menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan Lanjutan, menyatakan bahwa cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 adalah:     

“Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.”

(2007;49)


Apabila dibuatkan skema adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Angsuran PPh Pasal 25 Dalam tahun berjalan
	    Jumlah PPh yang terutang (pada akhir periode) sesuai SPT
xxx

Dikurangi dengan kredit pajak :






1.  PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh ps.21)

xxx

2.  PPh yang dipungut pihak lain (PPh ps.22)

xxx

3.  PPh yang dipotong pihak lain (PPh ps.23)

xxx

4.  Kredit PPh luar negeri (PPh ps.24)


xxx

     Jumlah kredit pajak (1 s/d 4)




         (xxx)

     Selisih








 xxx



SUMBER : Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Lanjutan, 2007;49

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan sebesar :

1/12 x (PPh yang terutang sesuai SPT – kredit pajak).


Apabila pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian pajak meliputi masa 6 (enam) bulan, maka angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan sebesar :

1/6 x (PPh yang terutang sesuai SPT – kredit pajak).

2.1.2.6 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25


Definisi Penyetoran PPh Pasal 25 menurut Mardiasmo, dalam buku Perpajakan.


“Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayar / disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.”
(2003;24)

Definisi Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 menurut Mardiasmo, dalam buku Perpajakan.

“Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.”

(2003;21)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.
2.1.3
Pengawasan Wajib Pajak Badan

Dengan Self Assessment system yang dianut oleh sistem perpajakan kita, dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pratama yang menyelenggarakan administrasi perpajakannya, mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak. 


Definisi Pengawasan menurut Muchsan, dalam  buku yang berjudul Sistem  pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat pemerintah dan peradilan Tata Usaha negara di Indonesia, menyatakan bahwa pengawasan adalah:  

“Pengawasan dititik beratkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap  hasil  yang  telah  dicapai,  dengan  maksud  agar  hasil  tersebut  sesuai  dengan rencana.  Dengan  demikian  tindakan  pengawasan  ini  tidak  dilakukan  terhadap  suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, kan tetapi justeru pada akhir  suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.”

(2000;37)


Proses pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka KPP berhak untuk memberikan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 
Berdasarkan Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007, terdapat 6 (enam) komponen utama kinerja yang akan dievaluasi secara rutin sepanjang tahun 2007, yaitu :
2.1.3.1
ANALISIS PENERIMAAN 


Definisi Analisis Penerimaan dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa analisis pendapatan adalah :
“Yang dimaksud dengan analisis penerimaan antara lain adalah analisis perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan dalam suatu periode tertentu ataupun perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan periode tersebut dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.”
 Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kinerja penerimaan periode tersebut, selanjutnya dilakukan analisis penyebab shortfall/surplus berdasarkan jenis pajak, sektor, group dan kategori lainnya untuk masing-masing Kanwil dan KPP.

Dalam melakukan evaluasi tersebut, poin-poin yang dievaluasi antara lain:

1. Pencapaian target penerimaan per bulan dan per jenis pajak sampai dengan masa sebelum Rapat Koordinasi Terbatas.

2. Pertumbuhan (growth) realisasi penerimaan per bulan dan per jenis pajak dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.

3. Perbandingan antara realisasi penerimaan per bulan dan per jenis pajak dengan rata-rata periode yang sama pada beberapa tahun sebelumnya.

4. Persentase realisasi penerimaan per bulan dan per jenis pajak terhadap rencana setahun.

5. Realisasi dan perkembangan penerimaan dari 200 WP terbesar penentu penerimaan masing-masing KPP (WP 50 terbesar lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat)

6. Realisasi dan perkembangan penerimaan pajak dari WP di luar 200 WP Terbesar.

7. Omset/Setoran WP yang menonjol, misalnya tiba-tiba melonjak sangat tinggi atau tiba-tiba menurun drastis.

8. Penyelesaian restitusi PPh dan PPN.

9. Proyeksi realisasi penerimaan tahun 2007.

10. Penerimaan 5 sektor dominan dari 19 sektor.

2.1.3.2 PEMETAAN (MAPPING) WP BADAN
1. MAPPING
Definisi Mapping dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa mapping adalah :
“Mapping WP Badan adalah pengelompokan Wajib Pajak Badan menurut subyek, obyek, sektor/subsektor, wilayah/lokasi usaha, group/cabang, dan  kelompok lain sesuai kebutuhan/ keunggulan yang terdapat di masing-masing unit kantor.”
a. Subjek Pajak

Pengelompokan berdasarkan subjek pajak, dapat berupa pengelompokan menurut:

1) Bentuk usaha, yakni mengelompokan WP menurut status bentuk usaha seperti; PT, Firma, BUT, CV, Yayasan, Koperasi, BLU (Badan Layanan Umum), Kantor Perwakilan Dagang Asing (Representative Office), JO, KSO.

2) WP Efektif dan WP Non Efektif (NE).

3) WP Efektif non filer (tidak memasukkan SPT selama 1 tahun) dan stop filer (tidak memasukkan SPT selama 2 tahun/lebih).

4) WP/PKP Patuh sesuai Surat Keputusan.

5) WP Lokasi dan WP Domisili.

6) WP yang menggunakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan valuta asing.

7) Pengusaha Kena Pajak dan non PKP.
8) Pengelompokan WP per 10% penerimaan terbesar  (WP kelompok 10% lapisan pertama, kedua dan seterusnya).
9) 100 WP Penunggak Pajak Terbesar.
10) WP Bendaharawan.
11) WP diaudit atau tidak diaudit oleh KAP.

12) WP yang sudah melakukan revaluasi.

13) WP daerah terpencil.
14) WP dengan perlakukan khusus.
b. Objek Pajak

Pengelompokan WP Badan menurut objek pajaknya, dapat berupa pengelompokan menurut:

1) Jenis Kewajiban Perpajakan (PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, 4 ayat(2), PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB)

2) Final dan Non Final

3) Objek Norma Khusus (PPh Pasal 15)

a) Penerbangan dan pelayaran

b) Drilling

c) Kantor Perwakilan Dagang Asing

d) Deem Salary/ Expatriate
4) Objek Pajak Khusus 

a) Kontrak Karya

b) Kontrak Bagi Hasil

c) Kontrak Karya Pengusahaan Batu Bara

d) Objek pajak khusus lainnya.

c. Sektor dan Subsektor 
Pengelompokan menurut sektor dan subsektor dominan, dapat berupa :
1) Sektor/sub sektor usaha yang dominan,

2) Kelompok Usaha Tertentu, 

Yaitu pengelompokan Usaha Tertentu yang dianggap penting seperti pengecer, distributor, agen tunggal, dan lain-lain.

3) Kelompok WP menurut kelompok industri yang penting seperti Lembaga Keuangan (Perbankan, Non Bank,  Asuransi, Consumer Finance), industri otomotif, dan lainnya.

4) Kelompok Usaha menurut kelompok Asosiasi/ Paguyuban/ Perkumpulan.

d. Wilayah/Lokasi Usaha

Pengelompokan menurut wilayah/lokasi usaha, dapat berupa:

1) WP yang berada di Kawasan Industri, Kawasan Berikat, FTZ, KEK, dan lain-lain.

2) Wilayah Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Kawasan Industri, Pusat-Pusat Perdagangan, Kawasan Berikat dan lain lain.

3) WP yang berada di Pusat-pusat perdagangan (misal : Mal, ITC) dan non pusat perdagangan.

4) Wilayah administrasi pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota).
e. WP Group/Cabang di wilayahnya.

Pengelompokan menurut WP Group/Cabang, termasuk konglomerasi.
2. EVALUASI MAPPING
Setelah pembuatan mapping, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil mapping tersebut, yaitu mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang potensial untuk ditindaklanjuti.

3. TINDAK LANJUT MAPPING
Tindak lanjut mapping yang dilaksanakan akan bermuara ke penerimaan dan perbaikan administrasi. 
Tindak lanjut yang menyangkut penggalian potensi terhadap masing-masing WP harus dilakukan melalui pembuatan Profile WP dan benchmark.
4. FILING
Hasil mapping merupakan living document yang harus selalu di update dan disimpan dalam bentuk file elektronik pada database KPP yang bersangkutan 
2.1.3.3 PEMBUATAN PROFILE WP (50 S.D. 200 BESAR).
Definisi Profile dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa Profile adalah :

“Yang dimaksud dengan profile adalah informasi mengenai WP yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lain.”
Tujuan profile WP adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan WP serta untuk lebih mengenal WP yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha WP yang bersangkutan dan melakukan pengawasan, penggalian potensi, serta pelayanan yang lebih baik. Untuk tahun 2007, dimulai dengan pembuatan profil 200 WP terbesar penentu penerimaan di masing-masing KPP yang mencakup kegiatan/kewajiban perpajakan WP dalam periode tahun pajak 2002 sampai dengan 2006. Untuk lebih memudahkan, penyusunan profile dimulai dengan data tahun 2006 dan seterusnya menurun sd. tahun 2002.
1. PEMBUATAN PROFILE WAJIB PAJAK
Profile WP antara lain memuat:
a. Data permanen, seperti:

1) Identitas WP

a) Nama

b) NPWP

c) Tanggal Terdaftar /SKT

d) Contact Person (WP Badan)

e) Tanggal Pengukuhan PKP

f) Kewajiban Perpajakan (misal PPh Badan, Pasal 21/22/23/26, PPN dan lainnya)

g) Jenis Usaha/KLU

h) Merk Usaha

i) Nomor dan tanggal SIUP

j) Status Tunggal/Pusat/Cabang

k) Alamat :

(1) Alamat Pusat

(2) Alamat Cabang

(3) Denah Lokasi

(4) Nomor Telepon/Faximile/Email
l) Akte Pendirian/Perubahan 

2) Struktur Organisasi

3) Nomor Rekening Koran Bank (jika ada)

4) Status Modal : 

PMA/PMDN/BUMN/BUMD/Swasta Lainnya

5) Pemegang Saham dan Struktur Permodalan 

6) Pengurus dan Komisaris 

7) Surat Persetujuan BKPM

8) Surat persetujuan Menkeu untuk pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing

9) Fasilitas Perpajakan (misalnya persetujuan sesuai dengan PP No.1 tahun 2007, Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) )

10) Pohon Kepemilikan/Hubungan Istimewa.

11) Kegiatan Usaha dan Flow Chart
12) Kapasitas produksi

13) Proses Produksi

14) Input/bahan baku

15) Supplier utama

16) Output/hasil produksi

17) Customer utama

18) Tenaga Kerja

19) Prospektus
b. Data akumulatif, seperti:

Data Akumulatif yang dihimpun dalam program ini mencakup periode tahun pajak 2002 sampai dengan 2006.

1) Data Perkembangan Usaha

a) Rekap Laporan Rugi Laba

b) Rekap Neraca

c) RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)

2) Kewajiban Perpajakan sejak tahun 2002, seperti:

a) Pelaporan

b) Pembayaran

c) Ketetapan

d) Restitusi

e) Tunggakan

f) Keberatan/Banding

g) Pemeriksaan

h) Tindakan Penagihan Aktif

3) Data lawan transaksi/pihak ketiga

a) Supplier.
b) Customer
c) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

d) Pemotong/Pemungut

e) Kreditur

f) Debitur

g) Transaksi hubungan istimewa

h) Laporan periodik kepada pihak ketiga (seperti perusahaan pertambangan ke Departemen ESDM, perbankan ke BI)
2. COLLECTING DATA 
a. Cara yang dilakukan dalam Collecting Data
1) Download data dari sistem informasi DJP untuk mengumpulkan semua data tentang WP tersebut

2) Mengumpulkan data dari berkas WP

3) Mengumpulkan data dari KPP lain

4) Mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data WP BUMN yang diperiksa BPKP, data Perusahaan Go Public ke BEJ

5) Observasi (misalnya Visitation)

6) Kuesioner 

7) Wawancara (mis. Konseling, Focus Group Discussion per Sektor, Industrial Partnership)

8) Explorasi data sekunder

9) Kerjasama dengan pihak lain
b. Sumber Data

1) Data Internal 

Data yang diperoleh dari database perpajakan (misalnya SPT dan Lampirannya serta hasil pemeriksaan)

2) Data Eksternal

Data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain, baik dari KPP lainnya maupun dari pihak ketiga, misalnya otoritas pengawas, media massa, internet dan lawan transaksi.

3. EVALUASI ATAS PROFILE WP
Setelah dilakukan pembuatan profile dilakukan evaluasi/analisis perpajakan WP per tahun pajak yang antara lain mencakup:

a. Financial Ratio Analysis seperti : ROI,ROA, EBIT, Gross Profit Margin (penjelasan terdapat pada Lampiran)

b. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) dan Tax to Turn Over Ratio (TTOR)
c. Membuat local sectoral/subsectoral Benchmarking *)

d. Rasio Kapasitas Produksi terhadap Omset

e. Rasio Impor terhadap omset/ekspor

f. Rasio Karyawan terhadap produksi (Labor Productivity)
g. Rasio Modal dan Pinjaman

h. Trend/perkembangan kegiatan

i. Rendemen produksi 
j. Analisis lainnya
*) Benchmarking dapat dibuat dari besaran (rasio, persentase, growth, jumlah, dsb) rata-rata yang terbaik dari seluruh WP di Kanwil untuk setiap sektor/subsektor yang dominan. Untuk jenis usaha tertentu, benchmarking nya akan ditentukan oleh Kantor Pusat (Direktorat PP dan TIP).
Ratio yang digunakan minimal:

1) TTOR (Total Tax to Turnover Ratio atau rasio jumlah seluruh pajak yang dibayar kecuali PBB dan BPHTB terhadap peredaran usaha).

2) CTTOR (Corporate Tax to Turnover Ratio atau rasio PPh Badan terhutang terhadap peredaran usaha).
4. TINDAK LANJUT ATAS PROFILE WP

Setelah dilakukan evaluasi atas profile WP dilakukan tindak lanjut terhadap WP tersebut dalam setiap tahun pajak yang antara lain mencakup:

a. Pemutakhiran data WP

Melalui evaluasi atas profile WP, akan diketahui data dan informasi sebenarnya dari WP. Bila ternyata data dan informasi tersebut berbeda dengan data yang ada di database Direktorat Jenderal Pajak maka dilakukan pemutakhiran data WP baik data master file maupun data perpajakannya.  
b. Penggalian Potensi

Berdasarkan hasil evaluasi data dan/atau profile WP, dilakukan penggalian potensi pajak yaitu:

1) Penggalian potensi pajak dari WP itu sendiri

2) Penggalian potensi pajak dari pengurus, komisaris dan pemilik

3) Penggalian potensi dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut seperti: supplier, rekanan, customer, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa

4) Penggalian potensi pajak dari data silang dan pihak ketiga.
5) Metode Penggalian Potensi

Dalam melakukan penggalian potensi, metode-metode yang dapat dilakukan antara lain:

a) Pembetulan SPT

(1) Himbauan Tertulis

(2) Korespondensi

(3) Counseling

b) Kegiatan penetapan.

c) Kegiatan Pemeriksaan.

d) Penyidikan.

e) Pencairan tunggakan.

f) Penyesuaian setoran masa (misalnya: pasca audit).

g) Equalisasi PPh dan PPN, (misalnya: omzet, jasa luar negeri, biaya) 

h) Pengenaan PPN terhadap Kegiatan membangun sendiri.

c. Pertukaran Data

1) KPP mengirimkan data yang materiil/potensiil yang bersumber dari profile WP tersebut ke KPP terkait dengan tindasan Ka Kanwil sumber dan penerima data.
2) KPP penerima data memproses dan memanfaatkan serta mengirimkan hasil pemanfaatan data tersebut kepada KPP pengirim data dengan tindasan Ka Kanwil sumber dan penerima data.

3) Kepala Kanwil mengawasi pelaksanaan pertukaran data tersebut dan membuat rekapitulasi dari seluruh tindasan laporan pertukaran data. 

4) Kriteria data yang materiil/potensiil ditinjau dari KPP penerima data atau KPP pengirim data.
5. FILING SYSTEM
1) On the system

Penambahan data profile WP terintegrasi secara real time pada SI DJP

2) Off the system

Penambahan data dilakukan secara manual oleh AR yang bersangkutan
Diharapkan Filing System  dapat dilakukan secara On the System tetapi sementara belum dapat dilakukan secara On the system maka Filing System  dilakukan secara manual (Off the System)
6. UPDATING PROFILE
Sepanjang  data profile WP belum online dengan Sistem Informasi DJP maka Updating dilakukan secara manual oleh AR atau petugas pajak yang ditunjuk.

2.1.3.4 MONITORING TERHADAP WP DI LUAR 200 WP TERBESAR
Definisi Monitoring dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa Monitoring adalah :
“Monitoring adalah Pengawasan atas kepatuhan WP terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.”
1. FORMAT MONITORING
a. Pengawasan pelaporan dan pembayaran

b. Matching data lokal dengan data nasional
2. SKALA PRIORITAS 
Skala prioritas pada prinsipnya adalah mudah dan signifikan dan cepat terhadap penerimaan, antara lain:

a. Wajib Pajak yang masuk ke sektor dominan

b. Wajib Pajak yang terindikasi kasus dengan nilai yang besar (sesuai kondisi pada masing-masin KPP).
3. METODE PENGGALIAN POTENSI 
Selain melakukan penggalian potensi pajak dari 200 WP terbesar, terhadap Wajib Pajak lainnya di luar 200 WP terbesar juga perlu dilakukan penggalian potensi. Penggalian potensi pajak terhadap WP di luar 200 WP terbesar penentu penerimaan dilakukan sesuai kemampuan unit kerja yang bersangkutan:

a. Metode langsung :

1) Himbauan

2) Konfimasi/Korekspodensi

3) Penerbitan himbauan perbaikan SPT dan Setoran Pajak (sudah ada angka)

4) Konseling

5) Kegiatan Penetapan/Pengukuhan

6) Kegiatan Pemeriksaan

7) Penagihan Aktif
b. Metode tidak langsung :

1) Data matching

2) Konfirmasi pihak ketiga

3) Penelitian Internal 
4. TINDAK LANJUT 
Tindak lanjut yang menyangkut penggalian potensi terhadap masing-masing WP harus dilakukan melalui pembuatan Profile WP dan benchmark, tindak lanjut yang diharapkan dari monitoring ini adalah:
a. Himbauan
b. Konfirmasi/Korespodensi

c. Penerbitan himbauan perbaikan SPT dan Setoran Pajak (sudah ada angka)

d. Konseling

e. Kegiatan Penetapan/Pengukuhan

f. Kegiatan Pemeriksaan

g. Penagihan Aktif
2.1.3.5 PENGAWASAN PEREKAMAN SPT TAHUNAN 2006
Definisi Pengawasan Perekaman SPT dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa Pengawasan Perekaman SPT adalah :

“Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian, validasi dan perekaman/loading SPT. Perekaman Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua elemen Surat Pemberitahuan ke dalam Sistem Informasi Perpajakan.”
1. TUJUAN

Tujuan Pengawasan Perekaman SPT Tahunan 2006: 

a. Memastikan SPT Tahunan PPh telah direkam seluruhnya 

b. Memastikan seluruh elemen telah direkam

c. Memastikan data hasil perekaman memiliki kualitas yang baik 
2. KLASIFIKASI 
SPT yang diterima, diklasifikasikan ke dalam kelompok SPT LB, KB dan Nihil serta memberi tanda ”LB”, ”KB” dan ”N” pada SPT tersebut dengan menggunakan Cap.
3. BATAS WAKTU PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

Jangka waktu pengolahan SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima.
4. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SPT

a. Sebelum dilakukan perekaman, petugas yang merekam terlebih dahulu mencocokkan antara fisik SPT dengan daftar (batch header)
b. Kepala Seksi terkait mengawasi pelaksanaan perekaman 

c. Kepala Kantor melaporkan hasil pelaksanaan perekaman kepada Kanwil dan KPDJP melalui mekanisme yang ada,

d. Dengan terbentuknya menu aplikasi dan sub menu data unit kerja pada Portal DJP maka seluruh unit kerja dapat melakukan pengawasan penyelesaian perekaman melalui intranet Portal DJP

5. TINDAK LANJUT 

a. Petugas Account Representative melakukan analisa terhadap SPT yang telah direkam dan membandingkan dengan data alket yang ada atau aplikasi OPDP

b. Bagi KPP Modern, hasil data matching SPT yang bermasalah ditangani melalui case management
c. Bagi KPP Non Modern hasil data matching SPT yang bermasalah diinventarisir dan segera ditindaklanjuti by system 

2.1.3.6 PENGAWASAN TERHADAP WP RUGI DALAM PERIODE RELATIF LAMA
Tujuan terhadap Pengawasan terhadap WP rugi dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 yang terdapat pada www.portaldjp.go.id menyatakan bahwa Tujuan terhadap Pengawasan terhadap WP rugi adalah :
“Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap WP Rugi  dalam periode relatif lama adalah untuk mengetahui apakah seluruh SPT Rugi tersebut telah ditindaklanjuti dan sudah dipastikan kebenaran perhitungan rugi dan laba serta kompensasi ruginya”
1. METODE PENGAWASAN SPT RUGI 
a. Membuat sistem informasi yang memuat daftar nominatif WP yang menyatakan SPT Rugi relatif lama,

b. Membuat skala prioritas penanganan SPT Rugi menurut klasifikasi SPT Rugi, yaitu rugi 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun secara berturut-turut

c. Analisa SPT Rugi dan Pemeriksaan

d. Analisa penyebab kerugian yang tidak wajar, seperti : adanya transaksi hubungan istimewa, merger/revaluasi, debt equity ratio, makloon. 
2. TINDAK LANJUT
a. Terhadap SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi dalam periode relatif lama (minimal 3 tahun berturut-turut) harus dilakukan penelitian tentang kewajaran jumlah kerugian, kerugian yang dikompensasikan dan faktor-faktor penyebab kerugian tersebut,

b. Terhadap SPT Tahunan rugi yang tidak wajar dan belum dilakukan pemeriksaan dihimbau untuk melakukan pembetulan SPT, bilamana tidak ditanggapi dalam jangka waktu 1 bulan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. 
2.1.4
Pengawasan Yang Efektif 


Sebagai konsekuensi dari Self Assessment system yang dipakai maka pihak Kantor Pelayanan Pajak dituntut untuk menciptakan sebuah sistem yang memadai untuk mengawasi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pengawasan yang dilakukan KPP dalam hal ini seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding, dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan wajib pajak yang lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat Efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak Badan sendiri diukur menurut indikator yang ditetapkan.
Langkah-langkah pengawasan menurut T. Hani Handoko Dalam buku yang berjudul  Manajemen, menyatakan bahwa langkah-langkah pengawasan adalah: 

1. Penetapan Standar

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

4. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis

5. Pengambilan Koreksi bila perlu
(2003;363-365)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar
Mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil, Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Berbagai cara yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan yaitu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa, siapa yang akan terlibat. 
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Bentuknya bisa berupa pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tulisan, metode-metode otomatis, inspeksi, pengujian, atau dengan pengambilan sampel.  
4. Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis
Tahap keempat dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan- penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat ditentukan.  
5. Pengambilan Koreksi bila perlu
bila analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus segera diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.
2.1.4.1 Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Patuh

Dalam intranet DJP http://portaldjp Prosedur Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi No.4, 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak

“Melaksanaan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.”
Dengan prosedur urutan pengawasan wajib pajak, sebagai berikut : 
1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representatives untuk melakukan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya;

2. Account Representatives meneliti data SPT Masa dan atau e-SPT Masa beserta kelengkapan lampirannya yang terdapat dalam Sistem Administrasi Perpajakan, selanjutnya membuat konsep uraian penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak berdasarkan data SPT Masa dan atau e-SPT Masa yang terdapat di dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan data lainnya untuk setiap jenis pajak kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, membahas dengan para Account Representatives, menandatangani konsep uraian penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak serta menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Himbauan dan Surat Tagihan Pajak;

4. Pelaksana menyampaikan uraian penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak ke Seksi Pelayanan.

2.1.5
Definisi Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan Wajib Pajak menurut  Norman D. Nowak dikutip oleh Mohammad Zain pada buku yang berjudul Manajemen Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah:
“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

· Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,

· Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
· Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.

· Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. “
(2007;31)
Definisi   kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam buku yaang berjudul Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa kepatuhan adalah:
”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak perpajakannya.”
(2006:10)

Indikator kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 Badan Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP)
a. Ketepatan Waktu 

b. Akurasi data

c. Sanksi Perpajakan
(2007;2-4)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut :
a. Ketepatan waktu
Dalam Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran Phh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
b. Akurasi data
Penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Pemberitahuan itu diisi dengan benar lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat  Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.


Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Jika faktor kepatuhan Wajib Pajak bisa diperbaiki, diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
c. Sanksi Perpajakan
Merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2.1.5.1 Kepatuhan Pajak Materiil dan hukum pajak Formil


Ada 2 macam kepatuhan wajib pajak menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa kepatuhanterdiri dari:
1. Kepatuhan pajak materiil

2. Kepatuhan Pajak Formil 
(2003;5)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan. 
2. Kepatuhan Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). hukum ini memuat antara lain :

a. Tata Cara Penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak  mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

       contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.2
Kerangka Pemikiran

Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung mendukung perkembangan dan pembangunan negara. Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak karena mungkin pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi si pembayar pajak. 


Dengan system self assesment Wajib Pajak mempunyai kebebasan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban PPh pasal 25 sendiri Wajib Pajak meneliti apakah mempunyai kewajiban PPh pasal 25 atau tidak, hal tersebut bisa diketahui dari data yang ada pada SPT Tahunan yang telah dibuat.


Wajib Pajak menghitung sendiri berapa besar PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan, dari data yang ada di SPT Tahunan.Wajib Pajak membayar PPh Pasal 25 setiap bulannya ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai SPT Masa.Wajib Pajak melaporkan SSP yang telah dibayar dari Kantor Pos atau Bank Persepsi ke Kantor Pelayanan Pajak. 

Pada Undang-undang tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun Tahun 1983/Penjelasan: Pasal 29/ayat 1. Pada buku karangan Liberti Pandiangan, yang berjudul Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan.  

“Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;dan/atau

b. Tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan pemenuhan peraturan perundang-undangan perpajakan” 

(2008;208-209)


Pengawasan merupakan hukum pajak formal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk menjalankan fungsi pemungutan pajaknya. Definisi hukum pajak formal menurut Mardiasmo, dalam buku Perpajakan.

“Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.”

        (2003;5)

Sebagai alat untuk mengawasi apakah Wajib Pajak telah benar memenuhi kewajiban pembayarannya maka KPP Pratama Cibinong. Pada seksi Pengawasan dan Konsultasi pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan data pada Sistem Aplikasi Komputer Terpadu (SAPT), pembayaran PPh Pasal 25. Dari data pada intranet DJP tersebut bisa diketahui Wajib Pajak mana yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, baik dari segi pembayaran maupun penyampaian SPT masanya, jika terjadi kekurangan pembayaran SPT masanya KPP berhak untuk mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Wajib Pajak tersebut. STP dibuat tidak hanya sebagai sanksi administrasi bagi Wajib Pajak tapi juga diharapkan sebagai alat untuk mengingat Wajib Pajak agar tetap melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, sebagai bentuk tingkat kepatuhan pajaknya.
Dimana definisi kepatuhan ditulis oleh Safri Nurmantu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya  Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. adalah sebagai berikut:

”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan  hak perpajakannya.”
(2006:10)

Prosedur pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representatives untuk membuat konsep Nota penghitungan berdasarkan data yang ada dalam Sistem Administrasi Perpajakan atau data lainnya;

2. Account Representatives membuat konsep Nota Penghitungan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui Nota Penghitungan dan menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

4. Pelaksana menyampaikan Nota Penghitungan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
 KPP membuat daftar pengawasan. Wajib Pajak badan ini akan menjadi dasar untuk pembuatan STP bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban PPh Pasal 25 secara benar. Pada penelitian yang penulis lakukan, bertitik tolak pada adanya hipotesa mengenai hubungan antara dua variabel yang ditetapkan yaitu bahwa apabila pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan semakin efektif maka tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan hipotesis yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian dan pengujian yang akan dilakukan.

Gambar  2.1

Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis 

Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara menurut sampel namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Hipotesis dari penelitian adalah adanya pengaruh efektifitas pengawasan wajib pajak  badan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PPh pasal 25 badan. 
Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”. 

(2007;93)

Berdasarkan uraian diatas peneliti hipotesis penelitian ini adalah pengawasan wajib pajak badan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25.
Hipotesis: Efektifitas pengawasan wajib pajak Badan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 Badan
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